
LEMBARAN DAERAH
OTA DUMAI

NOMOR: 7, TAFIUN : 2004 SERI:  B NOMOR: 2

,' tt*t##HtffirlrKo* DUMAr

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WATIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan
sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan
kepada Daerah Kabupaten atau Kota;

b. bahwa untuk keteftiban, kelestarian fungsi lingkungan dan
pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka
perlu pengaturan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Wale$

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di
atas maka dipandang perlu mengatur Retribusilzin Pengelolaan
dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia lbhun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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BAB VII
PENCABUTAN IZI]I

Pasal 9
(1) Izin dicabut apabila :

a. izin diperoleh secara tidak sah.
b' pemega.ng izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan

Daerah ini dan.atau kewajiban-kewa;iban F;g'd;i"l"pkan daram izin.c. 1 (satu) butan terhitung s-e;ak meninlgitnF ffieiilg izinatiu terjuoinyuperalihan hak atas temfat usaha ahli waris arau-orang-orang yang
. TeFapatkan usaha ahli waris atau orang-orang yang meridapailiarini[
, , 9qripgd.anya tidak mengajukan permohonin bati"k nam-u.

o.Los:l_r:mpat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentinganpembangunan urnurn.
e. pemegang izin tidak melakukan daftar ufang tepat pada waktunya.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukansecara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebuttcan atasanraia;;";y;.
(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud datam ayat (1) pasal ini didahuluidengan peringatan ke[ada pemegang rzrn.

cARA MENGuKu- tifrErH+t =*uuunAAN rAsA
pasal 1O

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

pRrNsrp DAN sAsiffr,lIALAM pENETApAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF

pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struKur dan besamya tarif retribusi didasarkanpada tujuan untuk menutup debagian atau seiuiu#H;; penyerenggaraanpemberian izin.

srRU Kru R 
"o:ri3=:^RilyA 

rARrF
pasal 12

(1) struktur tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Menoena
Da m pak. Li ng kunga n ( Lem bara n Nega ra Republ i k f nOonesia fafrun i99g ffi 

'T"59' Tambahan Lembaran Negara depublik Indonesia Nomor rere;-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O00 tentang Kewenangan Femerintal
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerahotonom (lembaran t(ggara nJpJuril
Indonesia Tahun ?99^q Nomoi 54, Tambahan Limbaran Neg;ra Re;Jbiii
Indonesia Nomor 3452);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeral(Lembaran-Negara Repub.lik Indonesia Tahun zooi rrroilor 119, Tambahir
Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4L39);

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Fenyusunar
Peraturan Perundang-undangan da n. Bentuk Ranca n-gan uncan6;;; 

";Rancangan Peraturan pemelintah dan Rancanqan "Keoutusan- preside"r
(Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tah"un tggS nomoiT0);- 

--

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ferubahan Ata:Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentanlg orgilisasidi
]gta Kef-a -Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumailahun 2002
Nomor 12 Seri D);

17. Peraturan Daer:ah Kota DumaiNomor 13Tahun 2002tentarg Ferryidik@awai
llegeriS_ipil?emerintah Kota Dumai(Lembaran oaenn rota-punrjiiitrui'ioiz
Nomor 26 Seri D7.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIIAT{ RAI(YAT DAERAH KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TE]{TANG
RETRIBUSI IZIN PEI{GEIOTAAT{ DAN PE]IGUSAHAAil
SARANG BURUNG WAIET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Dumai. -
b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Dumai.
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Walikota adalah Walikota Dumai'
plJidit--uOatut pegawiiyang diberitugas tertentu dibida.ng Retribusi Daerah
seiuai dengan perbturan perundang-undangan yang berlaku'
FengusaniaOitan orang pribadi atau bad-an yang mengusahakan sarang
burung walet.
izin jdatjn izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang
diberikan oleh Walikota.

q. Bu*nq Walet adalih iitr"a liar yang termasuk marga collocalia yait! collocalia
-- Ticiialpnaga, colloalia maxima,'coltacatia esculenta, dan .collocalia linchi'
h. penqeiolaan 'Burunq Walet adalair rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian

buning walet di trabitat alami dan di luar habitat alami'
i. ffaUital nlami euruhg Wtatet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan

berkembang secara alami.
i. oituJltiJUiiatAiari gurung Walet adalah !lngkungan ternpat burung walet dan
' berkembang yang diusahakan dan dibudidaygkqn.
k. kawasan Hritdn N6gara adalah kawasan hutai lindung, hutan produksi, kawasan

suaka, dan kawasan pelestarian alam.
L Lo[rsi idatatr suatu kawasanltempat teftentu dimana terdapat sarang burung

walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami'
m. kiwjsjn suaka alam adalah kawdsan dengan ciri khas tertentu, baik di darat

maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
Leh ii, pan,' pengawdta ilkea neka rdgama n jenis tum.buha n, da n satwa, sefta
oemantaat'ah selara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya'

n. EiO* uOJan sefumpulan orang dan atau modai.yang merupakan kesatuan
baik yang metakukan irsaha maupun yang_ tidak melakukan. usala y1ry_ 1:lPll
pers6roJn terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, ^badan usana
hliit negara atau d'abrah dengan nama daiam bentuk apapun firma,.kongsi,
tioperji'iOana pensiun, persekutuan, perkumpulan' yayasan' organisasi massa,
behtut usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

o. netri5usi Perizinan'Tertentu adalah retribusi itas kegiatan tertentu Pemerintah- 
foiijitam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan uniuk iembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
aias t<egiatan pemahfaatan. ruarig, penggunaan sumber.daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
ban menjaga kelestarian lingkungan.

o. netrinusf Iiin penqelolaan-dan-Pengusahaan Sarang Burung Walet yang
'' rJ|iii:uthyl Oisenii retribusi adalSh pembayaran atas pemberian izin

G.g6l"iffOin pingusahaan sarang buiung waiet kepada orang pribadiatau
badan dilokasi tertentu.
W.i''b niiriOusi adalah orang pribadi atau badan yang.menurut peraturan

"Li'rnainq:rndanqan 
retrib-usi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

iletri busi t6rmasu k*pem u ng ut atau pemotong retribusi tertentu.
fqisa netrlOusi adihn suStu ianglia waktu-tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi lntuk memanfaatkan izin pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet.

s. surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat gTRD adalat
surat vanq Oiqunafian JEn Wa:iO n"tiiUusiuntuf-melaporkan perhitunga n da r

i!ffi;H; ]"ti,ursi yang tein u1ung men urut peraturan retribusi.
t. Srtairl,tetapan neitio,iiidaerah, varig selanjutnva-qPi,!qFI:5lD acalah sut'' r
- 

ketetapan R'etribusiyang menentukan besarnya PoKgK retrlDusl.
,. iuiii-kJt"tapan nutiiurii Daerah Kurang Bay'ar Tambahan, yang selanjutnv'
- 

o[i"ir.iis(F.oreiloatitr surat ketetap-an ying menentukan tambahan ata:

lumlah retribusi yang ditetapkan.
v. Surat Ketetapan ii"lri5-uii'oierah Lebih Bayar, yanq selanjutltV3.ciisinsk't
' 

SrnOrel iOiian slrE lJtetapan retribusi yaLg qrgr1-e$ukan jumlah,kele.bth'tt

;;b";# ietriUusif<aiiniilmbh kedit ri:triSusi lebih besar dari pada retribt I'

yang terutang atau tidak seharusnya telutang'
*.iur[tiugihan"RetrTbusiOaeratr, yang selanjut-nya Cisingkat,STRD adalah sttt '

untuk melakukan tagffi-tettitir.isid-an atau sanksiadministrasi berupa buntl
dan atau denda.

x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputq.qlS.lgkeberatan terhad'r
" 

SKRD aiSu Oof<uil; hi" t*g dipersamakbn, SKRDKBI, dan SKRDLB v;ttt
diajukan oleh Wajib Retribusi.

v. FJfrttrir.saan adaiJh'iEiangiaian kegiatan untuk mencari, mengumpulka.n d't
'' ;;;;i;h-Oati-Jin ltlu" keteran[an lainnya unutuk fengyji kepatuh' t

il;6;ir'.^-i."*.jiu.n 
-nefrinusi-dan 

unti'rk tujuan lain dalam rangk
ffi ;3[;;"liun ["t"itru n peratu ran perundang-u ndangan. Retri busi.

,. i;;ilidk;n iinour pio:u* dinioan-g R6tribusiad-alan ser-ngkaian tindakan van
dilakukan obn penlidii iegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disebut Penyidil
untuk mencari s"itJ itun6rtpulkin bukti yang denSa,l bukti itu membu'
l"r-*g ti"d;k p''d;; OiSiaang retribusi yang te6-di serta menemuka
tersangkanYa. 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRTBUST

Pasal 2

Denqan nama Retribusilzin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Wal
Aipu'.,gut r"tribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 3

obyek retribusiadalah pemberian izin kepada orang pribadiatau badan'

Pasal4

subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pen_gelolaan dan Pengusahaan sarang Burung walet digolongkan
sebagai Retribusi Perizi nan Teftentu.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap pengusaha yang telah melakukarr kegiatan pengelolaan clan
pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami dan atau di luar habitat
alamisebelum terbitnya Peraturan Daerah iniwajib mendapat izin dariWalikota
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami dan'atau di luar habitat
alami setelah diundangkannya Peraturan Daerah iniwajib mendapat izin dari
walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan Tata Ruang Kota
Dumai.

(3) untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha
larus mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

(4) Setiap perm.ohonan izin akan diadakan peninjauan oleh pejabatfl-im yang
ditetapkan/dibentuk oleh Walikota.

(5) Dengan memperhatikan hasil peninjauan Tim sebagaimana dimaksud dalam
ayat (J) Pasal ini, Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan
yang diajukan kepadanya.

(6) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin sudah harus selesai diproses
dalam waktu selambat-lambatnya 25 (dm puluh lima) hari dihitung sejaktbnggal
diterimanya permohonan.

(7) Dalam hal permohonan ditola( maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis
kepada pemohon izi n dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(8) ]ata.qaFf persyaratan pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

rAilcKA wArcrfiTEX**roro rrrn
Pas,/lT

(1) Jangka waktu berlakunya izin selama usaha tersebut masih berjalan.

(2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan
pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun serdli oalam rangka pengendalian,
pembinaan dan pengawasan olelr Walikota.

(3) Pemegang izin diwajibka.n mengajukan permohonan izin baru apabila tempat
tersebut diperluas atau diubah.- 

-

(4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diajukan
kepada w9l i kgta atau pejabat yang d itu njuk selam bad- bni bbtnya 2 (dua)'bula n
sebelum jatuh tempo.

(5) Pengusaha yang mengalihkan fra.( u9aha dan atau kepemilikannya diwajibkan
mengajukan balik nama kepada walikota atau pejab'at yang ditfunjuk. -

f6l .glti!: nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasar ini, diajukan kepada
Walikota a.tay pejaOat.yang ditunjukselambat-lambatnya 1 ldatu;'Uutan setelah
peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.

(z) ]qQ..qra pengajuan balik nama sebaqaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal
ini ditetapkan ben Walikota.

BAB VI
KEWA'IBAII DAN LARANGAN

PasalS

(1) Pemegang izin diwajibkan :
a. mgnjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan sefta keindahan
. dilingkungan tempat usahanya.
b. mencegah terjadinya lgrgpkan atau pencemaran lingkungan.
c. mela.porkan kepada walikota atau pejabat yang ditunl-uk apabila ada
. perubahan tempat usahanya.

d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-unda nga n di bidang usaha
dan tenaga kerja.

(2) Pemegang izin dilarang :
a. mempe.rluas atau memindahkan usaha tanpa izin dafiwalikota.
b. mengalihkan kepemilikannya tanm izin dariWalikota.
c. menjalankan usaha lain yang dinitapkan dalam izin.
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BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 9
(1) Izin dicabut apabila :

a. izin diperoleh secara tidak sah.
b. pemega_ng izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang'oitelapkan dalam izin.
c. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya p-emegang izin atau terjadinya

peralihan.hak atas tgrypat usaha bhli wiris atau-orang-orang yang
mendapatkan usaha ahli waris atau orang-orang yang rnen-dapatliari nak

. daripadanya tidak mengajukan permohonan balik narna.
d.lokasi tempat izin dibutuhkah oleh pemerintah untuk kepentingan

pembangunan umum.
e. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimakud dalam ayat (1) Pasat ini diberitahukan
secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului
dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 

'ASA
Pasal 1O

Tingkat penggunaan jas diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB IX
PRINSIP DA]I SASARAN DATAM PENETAPAN

STRUKTUR DAl{ BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasarandalam perretapan struKtrrdan besamya tarif rebibusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau selurufr biaya penyelenggaraan
pemberian izin.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) StruKur tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.

(2) s$qktui dan besarnyp tqrjf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasat ini
ditetapkan dalam 2 (dua) kelomfrk sebagai berikue

(1) Untuk 9gtiaP. permohonan balik nama izin sebagaimana dimaksud dalam pasr
Z.|yut (5) dikenakan tarif sebesar L}a o/o (seritus perseiatus) oaiiiirii vi"i,ditetapkan ayat (2) pasal ini.

BAB XI
WITAYAH PUNGUTAN

pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Dumai.

MASA RErRrBUsr DANBgl#l,rto"urr TERUTAilG
pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen tainyang dipersamakan.
BAB XIII

SURAT PEI{DAFTARAN

pasal 16

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SpTRD.

(2) 
ITg,Tlp:if:na dimaksud daram avgt (1) pcd ini harus diisi densan jeras,Denar dan lenglGp serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau k-uasanyi.

Bangunan yang terletaVber-
lokasi di kawasan pusat kota.

Bangunan yang terletaVber-
lokasidi luar kawasan pusat
kota.
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(3) Bentulq lqi9qft tata gqrg.pe.lgisian sprRD sebagaimana dimaksud datam ayat(1) Pasal inidiaturoleh frfafikob.

BAB XTV
PET{ETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan
Qa.erah ini; retribusi terutang ditetapkan dengan menerbifkai srno itJu

. dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkin hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau dataya.ng semula belum terurngkap yang, menyebabkan penambahi; jumlah
retri b us i ya ng teruta ng, maka dikel uaikan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan, tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana d'imaksud dalam ayat (1) pjsjt inidan Sfn6fuf
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hsal ini'ditdrjpkan oleh wilikota-. 

-

BAB )O'
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan sKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.

(4) Sgmua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor ke
Kas Daerah.

(5) Biaya p-€.mqpytan rebibusisesuaiPasal 2 Peraturan Daerah ini kepada instansipengelola ditetapkan oleh Walikota.

BAB xlfi
SAll I(SI ADlrlIl{ ISTRASI

Ed19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrisi beiupd bunga seb6sar z vo (dui
perseratus) setiap bulandari_refribusiyangbrutang atau k[rang bayardan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Pembayaran _retribusi yang terutang harus dilunas! sekallgus untuk 1 (satu)
kalimasa reUibusi.

(2) Retribusiyang Er-utang-dilunasiselambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya sKRD atau dokumen lain yang difersaniakan, sr(urgr cian
STRD.

(3) Tata cara- pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran retribusidiatur
dengan Keputusan Walikota.

BAB XIfiII
TATA CARA PEI{AGIHAN

Piral2l

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan.pelaksanaan penagihan reriUusi dikeluarkbn *geia setelah 71tuiun1
harisejak jatuh tempo pembayamn.

(2) Dalam.j?ngka waktu z-ttuiqn).Eri setelah tanggalsuratteguran/peringatan/
surat lain yang sejenis, wajib Rebibusi harus melunasi-r*riudsinvj yanil
terutang.

(3) Surat_@unn/peringatan/zurat lain yang sejenis sebagairnana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal inidikelurkan oteh pelrbatybng ditunj-uk.

BAB XIX
KEBERATAlI

Pasal2!t

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya ke@a Walikota atau
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qtftgjfnqt yang_ditunjuk atas SKRD atau dokumen tain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam halW.ajib Retribusi pglgajukan keberatan rehibusi, Wajib Retribusi harus
da pat m em bu kti ka n ketida kbena ra n keteta pa n retri busi terdebut.

(4) Keberatan-lgrus diajukan dalam jangka waKu paling lama 2 (dua) bulan sejak
, tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersairakan, srRorgt dan STRDLB

diterbitkan, \equa.li wgjib Retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka
waktu itu tidak d.raPat dipehuni karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberylan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
py,a! (?) dql (gl Pasal ini, tidak dianggap sebagai 5urat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagiha n retribusi.

Pasal 23

(1) walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberata n d iteri ma ha rus mem berikeputusa-n atai keberatair ya n g ?iaj u ka n.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah bdsarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila.jangka..waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah
lewat dan walikota tidak memberikan suatu keputu3an,'(eberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

PENGEMBALIAN .8tE#^N PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembay.aran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) walikota dalam. jg1gka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran ietribusi si:@imana dima-ksud dalam aybt
(1) Pasalini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jargka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Elah
-' diE;pa-ni &n Walikob tidhk memberikan suahr \gnutqsan..permohonan

oenqdmbalian kelebihan retribr.rsi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
biteiOi*an dalamiangkawaktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai uFng. retribusi Iainnya, kelebihan
' ' pimbayarari retribusi se@aim'ana-dimaksut dalam ayat 1 (TJu) iasaf i$

i"Gtng diperhihrngkan unt[f rngurnsi terlebih dahulu utarg refribtsi brSut

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran reUibtsi sebagaimana dgign! ayat (1)
'-' piiSt-ini dilakukan dalafi FnglG waftu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukan setelah lewat
' ' jdngie wafilr 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbaian bunga sebesar

2 Vo' lOua perceritus;-sebulan atas keterlambatan rekibusi.

Pasal2,5

( 1 ) perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan s€aftl
' ' tertulis kepad'a Wbmota dengan sekuring-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. besarnya kelebihan PembaYamn;
c. alasan yang singkat dan jelas ;

(Z) Permotnnan pergembalian kelebihan pembayaran rctribtsidisampaikan secEilz!
langsung atau nrelalui pos tercatat.

(3) BuKi penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercabt
' ' meruf,akan buKi saat permohonan diterirna oleh Walikota.

Pasal 26

(1) Pergenrbalian kebihan retribusi dilakukan dengan menebitkan Surat Ferintah
Membayar Kelebihan Refribttsi.

(2) Apabila kelebihan pernbayaran ryplbusi_dipe.rlrfurEka!,+n9Qn utang t filb.*
' ' la'inrrya sebagaimdna diniaksLld dalam Pasal 25 ayat (4) Perahtran Daeqh ini'

pembayarai di lakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
ileminOannukuan jqga berlaku sebagai buKi pembayaran.
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Pasal 27

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan ataur keringanan retribusi sebagaimana dimaksud

, 
dalarn ayat (1) Pasal ini, dergan rnernperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembayaran retribusi se@airnana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, antara
lain diberikan kepada Wajib Rebibusiyang ditimpa bencan'a alam.

(4) Tata.cam perylurangan, kerirganan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Walikota.

BAB }UII
I(ADALUARSA PEIIAGIHAN

Pasal 28

(1) Hakuntukmelakukan penagihan Retuibusi, kadaluarsa setelah melampauijangka
wgktu 3 (tiga) tahun ffitihjng seBk saat terutangnya retribusi, kecirali apabila
Wajib Retribusi melakukan Undak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluary penagihan Rekibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini
terbngguh apabila :
a. diterbitkan SuratTegurann ahu;
b. a{a.pgngakuan utarg rebibusidari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Tata cra penghapus-tn piuhng retribusi yang sudah kadaluarsa diatur oleh
Walikob.

BAB nIII
KETENTUAI{ PIDAI{A

' 
PEal 29

(1) wajib Retribusiyang tidak rnelaksanakan koaajibannya sehingga merugikan
Keuarqan Daerahdianam pldana kururgan paling lama 6 (eman) bulan atau
denda paling banyak4 (empat) kalijurnlah Rbtribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah
pelarggaran.

BAB XXff
PEI|YIDIKATI

Pasat:ttl

(1) Peiabat Pegawai Negeri sipil terbntu dilirgkurqan Penerinbh Kota diberi
we$renarTg rnusus iffiiffitwUif 

"nn 
f rnfiatugan perryidikan ti-rdak pidana

i'"'-niOung'n"tilUriri,*ilblitni-*dirnaksrddatamUnA-ang-unOangHukum
Acara Fidana Yang bedaku"

(2) Wewenang Fenyidlxc se@alrnana dimaksud dabrn ayat (1) Pasal ini adalah :
a. menerimu, *.iluil- *jt1gffip-tlcafi dan rnenetig keterangan atau laporan
-' 

uerloenaari Oem* ii*ik"pidina cii bidang Retribusiagar keterangan atau
fap"ijrn tettebr-fr menja'di bbih lengkap dan Flas ;

b. rnaneltti, *"ouii Ou ;;;nd;tultan fetemngah nlgryenai orang. pribadi
atau badan tentang keUeiamir perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak Pidana Rgtrjb-us: ;

c. meminta fetefinEin Uin-Gfr'an bukti dari or-?ng. pribadi atau badan
- 

s"nuUutgan dengin tirdak pi{ana dibklang F"ttiF." ;
A" rnembrl6d UJfsd:huiu, cdtatan-catatan-dan dokumen-dokumen lain
- 

re*enaan derqan tinOaf pOarn di bidarg rygfriqu{ ;
e. melakukan perfoeledahah unhrk merdapafi<an bahan buKi pembukuan,
- 

ffififfi"n' Alji=Ao[ufen-OoXumen lai'n, serta melakukan penyitaan
terhadaP barang buktl tersebut i

f. nrerninta Oantdn-tenqa ifii aaiann rarqka pelaksanaan hrgas penyidikan
tirdak pidana di bidang Retribusi ; 

rlkan ruangan ataug. menyuruhberhenti atau rnetararg seort rq rnenr€ga
' temfiat paCa r*t p"tr*ifian se6ng ryn5ung.dan nrerneriksa identitas

;;tig ;6" oonur[en iang dibaw.a seuagaimana.oimq\1u huruf e ;.
h. memotret seseoiJng Vard Oe*aitan derqBn tindak pidana Retribusi ;
i 6y1trdggii oing-u-niuia?i6erpar keterirgannya dan diperiksa sebagai

tersangka ataut saksi ;
j. merghentikan PenYldikan ;
k. melakukan Unxlakin tain farg perlu untuk ketrancaran penyidikan tindak
- 

tidr* di bidang Rdrlbusir.nenun6 htrkum yarg berbnggungjawab.

(3) Penyldikan sebagaftrnarna dirnaksLd dalarn erat-(l) Pasal ini memberitahukan
'-" dinrrilalny.a gen)ffilkar*dan rnenyarnpaikan liailpenyidikan keo36a Penuntut

Umum ndalui p*rff6it pel"Oat fofsi'ttegannepiHitktndonesla sestni derpan
ketentran VangC'l*rri Calam Urdarg:undan! nukum Acam Pidana yang
berfaku"
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BAB )O(v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

ffl-^lilJ:Ig,.|:]yf diatur daram peraturan Daerah ini akan diatur rebih ranjutclenga n Keputusan wali kota sepanjang mengenai teknis pelaksa naan nya.

pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lg1i^l"ll?q -o_r9lg 
mengeta.huinya, .memerintahkan pengundanqan peraturan

uaeran intcengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota-'Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2004

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAI{ SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

Drs. H. ZULKIFLI, AS
PEMBINA TK. I NIP. 0100A2766

LEMBARAN DAEMH KOTA DUMAITAHUN 2OO4 NOMOR 2 SERI B

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUTIIAI
NOMOR 6 TAHUN 2OO4

TENTAilG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLMN DAl{ PEI*GUSAHAAN
SARANG BURUT{G WALET

I. PENJELASAN UMUM

,,__,Du_lll rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang benrrrawasan
lllgly!g-.1-sgoggai upaya berencana mengelota sumbei daya seiara bijaksana
untuk m_eningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijfra kelestariSn antar
usaha. setiap usaha dan atau kg.giaen pada.dd#rnya niefiimb-uiG; a;;p;k
I:I139pp_llq!!rygl yans perlu dianalisis sejak awat ftrencanaannya seninfisa
langkah pengendalian dampak negatif dan pengembairgan dampak positif djfrt
dipersiapkan sedini mungkin.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nornor 62 Tahun 199g tentano
fy-q*T._s9bas,h.n Urusan Pemerintahan dibidang ketrutanin rLploa-oid..iir]
sarang burung_watet.termasuk yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atauDaerah Kota. Pemeri$u! telah mdneepk"n repritusan menteri oaiim rueGriNomor Tl Tahun 1999.tentang pedoman pengebdan surarg aurung walet. D;iam
rang.ka,ketertiban,.keindahan dan kenyama-nan lingkunga"n di ro6 Dumai serta
ll"I'lg$tgtpendapatan asti Daerah, lbrlu aaa per6atu6n terrraaip Gngerotuu-"oan pengusahaan Sarang Burang Walet.

Bahwa sehubungan dengan har tersebut diatas, maka perlu menetapkanRetribusi Izin pengelotaan d1n eengusah-aan-s"d;d il;ulg wJtet aEfig;;Peraturan Daerah. -

II. PENJEI.ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasaf 6 cukup jelas pasalzT cukup jctas
PasalT Cukup jelas 

r pasar2g cukup jeras
Pasal 8 cukup jelas 

pasal 29 cukupplas
Pasal 9 cukup jelas 

pasal 30 cukup jeras
Pasal 10 cukup jelas 

pasal3l cukr-rp jeras
P,asal 11
. Yang dimaksud dergan biaya disini meliptrti blap pengecel6n lokasi dan biaya Pasal 32 Cukupielas
tra n spo ft a si da la m 

-r,a 
ng ka peirbi naan, perigauradn inn "perqendal ia n.

Pasal 12

^ Yar.tg dimaksud dgngan kawasan ptrsat kota disinl adalah kawasan pusat kotaDumai sesuaiyang tercantum dalam RermnaTata Ruang iiota uunrai. i
Pasall3 Cukup jelas I

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal15 Cukup jelas

Pasal16 €ukup jelas

fasal 17 Cukup jelas

PasallS Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal2l Cukup jelas

Pasl22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasd24 Cukup jelas

Pasal25 Cukup jelm

Pasal26 Cukup jelas

\
/ l
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LEMBARAN DAERAH
OTA DUMAI

NOMOR: 7, TAFIUN : 2004 SERI:  B NOMOR: 2

,' tt*t##HtffirlrKo* DUMAr

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WATIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan
sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan
kepada Daerah Kabupaten atau Kota;

b. bahwa untuk keteftiban, kelestarian fungsi lingkungan dan
pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka
perlu pengaturan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Wale$

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di
atas maka dipandang perlu mengatur Retribusilzin Pengelolaan
dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia lbhun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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